
S A L I N A N 
 

 

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 82 TAHUN 2022  

 

TENTANG  

 

GERAKAN MENANAM SATU POHON OLEH PERUSAHAAN (GEMA SAPU) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 

2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia, telah 

ditetapkan kegiatan menanam pohon; 

b. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan 

kesadaran akan tanggung jawab pelaku usaha dalam 

pengelolaan lingkungan hidup, maka diperlukan dukungan 

dan peran serta dari pelaku usaha khususnya perusahaan 

yang mengurus perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;  

c.  bahwa untuk meningkatkan peran serta dan dukungan dari 

perusahaan tersebut, perlu pengaturan mengenai gerakan 

menanam satu pohon sebagai kontribusi/sumbangsih 

perusahaan dalam pengurusan perizinan pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Tanah Laut;  

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Gerakan Menanam Satu Pohon 

Oleh Perusahaan (Gema Sapu);  

 

Mengingat:  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
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245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6617); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1956); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MENANAM SATU 

POHON OLEH PERUSAHAAN (GEMA SAPU).  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut. 

6. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik 

yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau 

adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 
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7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan 

dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang 

mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lainnya. 

9. Gerakan Menanam Satu Pohon Oleh Perusahaan yang selanjutnya disebut  

Gema Sapu adalah bentuk inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Tanah Laut melalui peran serta perusahaan (dalam bentuk Perseroan 

Terbatas) dengan menanam satu pohon di lingkungan perusahaannya 

sebagai salah satu sarana untuk penghijauan di Daerah dan untuk 

mengantisipasi isu lingkungan global. 

 

Pasal 2 

 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mendorong peran serta perusahaan 

dalam pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup.  

 

Pasal 3 

 

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini antara lain:  

a. salah satu kontribusi/sumbangsih perusahaan dalam pengelolaan 

lingkungan melalui pengurusan perizinan;  

b. sebagai salah satu sarana untuk penghijauan di Daerah;  

c. bentuk inovasi pelayanan publik yang diberikan oleh DPMPTSP melalui 

peran serta perusahaan; dan 

d. mengantisipasi isu pemanasan global. 

 

BAB II 

GEMA SAPU 

 

Pasal 4 

 

(1) Gema Sapu dilaksanakan oleh perusahaan dalam bentuk Perseroan 

Terbatas (PT).  

(2) Gema Sapu sebagai salah satu bentuk peran serta aktif dalam pengelolaan 

dan kelestarian lingkungan hidup melalui pengurusan Surat Keterangan 

Berusaha (SKB) pada DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut. 

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan 

menyediakan dan menanam pohon paling sedikit 1 (satu) bibit pohon pada 

lahan di lingkungan perusahaan.  

(4) Jenis pohon yang ditanam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diserahkan kepada pilihan perusahaan.   

(5) Perusahaan yang sudah menanam pohon me upload foto kegiatan 

penanaman pohon ke contact DPMPTSP yang sudah ditentukan sebagai 

bukti bahwa perusahaan sudah berperan serta aktif dalam pengelolaan 

dan kelestarian lingkungan hidup dalam Gema Sapu. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut.  

 

 

Ditetapkan di Pelaihari  

pada tanggal 21 Juli 2022 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 21 Juli 2022 

 

          SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

   

            H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 82 

 


